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MOTTO 

 

 

“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan. 

Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong 

 atas keberhasilanmu ...” 

 

 

 

(Mario Teguh) 
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RINGKASAN 

 

 

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang  

Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah melindungi  segenap  

bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  

kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  

ketertiban  dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  

keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  Negara berkewajiban 

mensejahterakan  seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran  dan  kemiskinan  

sebagaimana  diamanatkan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik  Indonesia Tahun  1945. Kewajiban  negara  dalam  membebaskan  dari  

kondisi  tersebut dilakukan  melalui  upaya  penghormatan,  perlindungan,  dan 

pemenuhan  hak  atas  kebutuhan  dasar.  Upaya  tersebut  harus dilakukan  oleh  

negara  sebagai  prioritas  utama  dalam  pembangunan nasional termasuk untuk 

mensejahterakan fakir miskin. Landasan  hukum  bagi  upaya  mensejahterakan  fakir  

miskin  sampai saat  ini  masih  bersifat  parsial  yang  tersebar  di  berbagai  

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-

undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, yang kemudian diakomodasi 

dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penaganan Fakir Miskin. 

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Bagaimanakah 

implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam 

penanganan kemiskinan ? dan (2) Bagaimanakah kendala dalam penanganan 

kemiskinan tersebut dan kebijakan apa yang telah dilaksanakan ?  

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk 

memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam 

bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Sedangkan tujuan khusus dalam 

penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami implementasi 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam penanganan 

kemiskinan dan kendala dalam penanganan kemiskinan tersebut dan kebijakan apa 

yang telah dilaksanakan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya 



 

xiii 

 

tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam 

penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). 

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa, Program kegiatan 

pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Kesejahteraan 

Rakyat Kabupaten Bondowoso dilaksanakan bekerjasama lintas organisasi dengan 

Dinas-Dinas terkait lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

sebagai bentuk program Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Faktor yang 

mendukung sosialisasi program keluarga harapan adalah adanya dukungan 

pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso sangat besar terhadap  program keluarga 

harapan yaitu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Selain pemerintah adanya juga 

dukungan dari tokoh masyarakat setempat khususnya. Dengan adanya dukungan dari 

pemerintah maka proses sosialisasi Program keluarga Harapan akan lebih cepat 

kepada rumah tangga sangat miskin karena dalam pranata sosial tokoh masyarakat 

mempunyai peran  yang sangat penting sebab mereka menjadi tokoh yang pendapat-

pendapatnya sering didengar oleh masyarakat, menjadi panutan dan dihormati. 

Faktor lain yang mendukung adalah adanya instansi pemerintah yang lain yang bisa 

diajak bekerja sama untuk mensosialisasikan program keluarga harapan. Mengenai 

faktor penghambat dalam sosialisasi program keluarga harapan oleh kurangnya 

pemahaman rumah tangga sangat miskin tentang pentingnya program ini bagi 

mereka, hal ini disebabkkan sebagian besar masyarakat pengetahuannya masih 

rendah. 

Saran yang diberikan bahwa, Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang 

cukup sulit ditangani.  Pemerintah membentuk Undang-Undang No.13 Tahun 2011  

tentang penanganan Fakir Miskin pada 18 Agustus 2011. Memang kita akui, setelah 

66 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari 

tahun ke tahun pengentasannya menjadi target dalam program pembangunan 

nasional, demikian halnya dengan kondisi di Kabupaten Bondowoso. Masih 

banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiiskinan, menjadi tanggung 

jawab kita bersama untuk mengatasi hal tersebut untuk menjadi bangsa yang besar 

dan mandiri.  
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